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I'"RATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG
SUSUNAN ORI ANISASI PERANGKAT l).-\iiR.-\ll KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,
baliwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomaor
41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

Pembentukan Organisasi Perangkat Dacrah ditctapkan dengan
Peraturan Daeral,

Menimbang @

b bahiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
' huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunén
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Neuwara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a
Nomor 4280)

3 Undang-Undang Nomor 10 Takun 2004 tentang Pembentuken
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tubun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 4389),

.- R Lndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

§ Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

' Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran
Newara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

5 Undang-Undang Nomor [6 Tahun 2006 tentang Penyuluhan
Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4660),

6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-
Nomord4723)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751),

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sivil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4263),

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 159,
Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Womor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusar Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemeriniah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741
araturan Pet ntaly Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

ait Newara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Fambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)

Peraturan Mertert Dalam Negert Nomor 64 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Tekims Orgamisast dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi

lan Kabupaten/Koia

Peratuwran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit pelayanan Perijinan
lerpadu di daerah

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Organisast dan Tala Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dengan persetujun bersaria

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RATA

dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAIL TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA.




BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

b

~
¢

' o Peraturan Diaarah ini, yang dimaksud dengan
"Daerah adalah Fabupaten Kubu Rayva

b Pemeniniahan Cuerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dm Dewan Pera:iilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan lugas pembantuan dengan
prinsip otonomy seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

P Indonesia sebage: nana dimaksud dalam ndang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia

b Tahun 1945

N Pemenntah Daerchr adalah Bupau acan

B pemetiniah daerah

B Kepala Daerah aclah Bupat Kubu Raya

BDewan Perwakion Ruokyat Daerahi yang selaunjulnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat sebagin unsur penyeienzgand pamerintahan daerah

g Peranghat Daeril adala unsui pembanty Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan

§ pemenniahan da rah vang terdin dart Sekrelanial Daeral, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

f Lembaga Teknis Daerah, Kecamalan dan Kelurahan

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

B 0jonomi Daerah adalah hak, wewenang
¥ MeNgurus senain urdsadl pemernntianan dan kepentingan masyarakat se.empat sesual dengan

 peraluran Perundang-uiidangun
B Daersh Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
P mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
b pemenntahan dan Kepenlingan masy arakal setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
;piras: masy arakat dalam sistem Negara Kasatuan Republik Indonesia .

*Tugas Pembantucn adelah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa serta darni
daerah kabupaten ke Desa untuk melaksanakan (ugas tertenty.

B8 Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang meny elenggarakan pelayanan kesehatan
- perorangan secara paripuinia yang meny ediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan an gawat
B darurar yang dikutagorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah cakit kKhusus

doerah

fl) Unit Pelaksana Twknis adalah unsur pelaksana tugas tekmis pada Dinas dan Badan.

Peranghat Daerah sebagar unsur penyelenggara

B Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural

B Dinas adalah Dinas Kabupaten Kubu Raya
wen Kubu Raya yang berbentuk Badan,

Bidm adalah Leinbaga Teknis Daerah Kabups

afitor adalah Lambaga Teknis Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk Kantor

B Suuan Polisi Poraong Praja, yang selanjuimnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi
‘Pamong Praja Kahopaten Kubu Raya.

,Snman Kerja Perargkat Daerah, yang selanjuinya disebut SKPD adalah Satuan Kerja

& Perangkat Daerah Jaabupaten Kubu Raya

BiKecamatan adalal Kecamaian Kabupaten Kubu Raya.

' Kelurahan adalah flelurahan Kabupaten Kubu Raya

80 Desa adalah kesuivan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan -

mengurus kepenlin zan masyarakat setlempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dalam :istem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Kubu Raya.
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BAB 1l
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BDengan Peraturan Dacral b, Gl bentuk Orgamisasi Perangkal Daersh Kabupaten Kubu

Raya, yang el pull

2 Sekrelariat Daerah Kabupalen Rubu Rava
b Sekretanat OPRD Rabupaten kubu Rava,
¢ Dinas Daera Iabupaten Kubu Ray i, terdin Gafl
%+ |, Dinas Pesdidikan
2. Dinas Kesenatan
3. Dinas Bi1x Marga dan Pengairan
4. Dinas Cip.a Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
§. Dinas Pen “apatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Dinas Kependudukan dan Pencaiatan Sipil
7 Dinas Sos.al, Tenaga Kerja dun Transnugrast
8. Dings Periiubungan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Keperast dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
=3 11. Dinas Perindustnian dan Perdagangan
12 Dinas Pertanian dan Peternakan
13. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

14. Dinas Perikanan dan Kelautan

15. Dinas Kebudayaan, Pariwisala, Pemuda dan Olah Raga
Lembaga Tekmis Daerah, terdirt dari

Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Lingkungan Hidup

Badan Peraberdayaan Masyarakatl dan Pemenntalian Desa

Badan Pemberdayaan Perempuan can Keluarga Berencana
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Badan Pelakasana Penyuluban Pertanian, Penkanan dan Kehutanan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

9. Kantor b.esatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakal

oo

10. Kanto: i’.\:.‘.r:‘.l‘.h‘. dan l’:l':‘r...\"g.z ANy Ddc.';ﬂi

I1. Rumah Saxit Umum Daerah

-
Satuan Polisi Famong Praja
Badan Penarculangan Bencana Daerah

8

f.
g Stal Ahli
b b Kecamatan
- i Kelurhan
(2) Bagan Susunaut L sanisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini



B e T oI o e e el e

s M b 5l

BAB 1l
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama ]
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

anat Daerah irerupakan unsur stal, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada
h dan bertangzung jawab Kepada Bupat '

Da 1 A
[ NTS Y By

dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun

Btariat Daerah rizmpunyal lugas
Bakan dan mengl.cordinasikan dinas dacrah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, polisi

L e | | na AN ALA K 3 et ae N I
gpr:‘.*.:‘., stal Wi . xecamatan, Gy el ‘
=y

o
4 N
‘ Pasal 3 |

menyelenggaral an lugas sebagamani dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah

mpunyal fungss

Beoyusunan kebyjakan Pemenntahan Daerahy; '
Bengkoordinasian pelaksanaan tugds dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lainnya,

Riuan polisi painong praja, stal ahli, kecamatan dan Kelurahan,

Bemantauan dan ¢ valuusi pelaksanaan kebijakan pemenniahan daerah,

hinaan administrasi aparawr, keuangan dan perlengkapan pemerintahan daerah; 9
' urusan pemenntah  daerah  sebagaimana  yang diatur dalam peraturan

dang-undangan sesual dengan lingkup tugasnya, dan

anaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Orgisast Sekretanat Daeran terdin aan

N e
g Sekretaris Llaaah

b, Asisten
-
¢. Bagtn,
d. Sub Bu_.'l.'u'. Gl

Kelompok Jabatan Fungsional

o

Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretanat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), secarz terpennct lercantum dalam Lampiran 11 dan merupakan Bagian yang tidak

RS

terpisahhan dact Feraturan Daerad i
Pasal 7
Asisten sebagaimiuna dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dan:

a Asisten Pen.eqntahan,
b. Asisten Ekoionni dan Kejahteraan Sesial, dan



B Asisten Adminisirasi
Rlsisten sebaguimana dimaksud paca ayal (1), masing-masing dipimpin oleh seorang
B Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah

P¥Masing-masing Asisten membawahi bagian-bagian dan menghkoordinasi lingkup tugas

P Bagian-Bagian
S .‘

Bagian Keuga
Asisien Pemenntahan

Pasal §

B Pémerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurul a, mempunyas lugas
alu Sekreteris Daerah  dalam  mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan

kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan hak azasi manusia serla

Pasal Y

k- melaksanaxan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Pemenntahan
Bpunyal fungst.

Boenckoordinasian perumusan, peny usunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di

ing pemerintali:n yang melipull pemerintahan umum dan 1ata pemerintahan,

Begkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Phukum dan hak azasi manusia yang meliputl Rajran, kodifikasi hukum dan Perundang-

sandangan, dan banwan hukum dan HAM,

Epegkoordinasia) perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebyjakan daerah di bidang

Spertanshan yang: meliputi tata guna tanah dan advokasi pertanahan;dan

epelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesun dengan tugas dan

® fungsiny

L ",

Bten Pemerintahan membantu Sekretans Daerah menghoordinir
taniat DPRD,
RDings Kependudulian dan Pencatalan Sipil
lnspekiorat Daeraly;
Miadan Pemberday aan Masyarakal dan Pemeriniahan Desa,
dan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana,
« |y

RBadan Penanggulangan Bencana Daeraly,

2y 5

. & » \
Kantor Kearsipar: can Perpustakaan Daerah,
| r ) : "
antor Kesatuan ungsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,

B Saipol PP,
“Kecamaian,dan

\ Kelurahan

BAsisten Pemerintahion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdin can;
2 Bagian Pemeriniahan;

Bh Bagian Hukum . sn Hah Azasi Manusia,dan

c. Bagx:u Perannd




), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
Bbernda di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan

J ﬂmm sebagaimana dimaksud pada ayat (1

3
Bagran Keempal
S

Bagian Pemerintalian

.
Pasal 12
Ry
Bgian Pemenntahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurula, mempunyal lugas
evispkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan
enyeie ggaraan  kebijakan pemerintah  daerah di bidang pemernntahan umum dan lala
gmenntalil
Pasal 13
& melaksanakan tugas sebigaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pemerintahan
Empunyai [ungs
. penyusunan pro;3ram kerja di Bagran Pemenntahan,
A penyiapan baiii: perumusai kebijakan, keordinasi, pemaniauan dan evaluasi, pembinaan
Bdon penyelengg, i pemeriniaban umum;
B penyiapan bahai perumusan kebijukan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
8 dmn penyelenggarain taa pemenntahan.dan
W peloksanaan twis lain yaulg diserahkan oleh Sekretaris Daerah, maupun Asisten
S Pamerintalian ses i tugas dan fungsinga
Pasal 14
f) Bagian Pemeri 1l ihan sebagaimaid Ul maksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufa, terdiri dart:
a Sub Bagia Pemerimtaban Umum, Gai
b, Sub Bagian vata Pemerintuhan
W . . .
i2) Sub Bagian sebagumana di maksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang
¥ Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab Lkepada Kepala Bagian
Pemenniahian
Bagian Kelima
Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia
Pasal 15
.

- Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurul b,

mempunyal lugas enylapkun bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan

’ VAR oaluasi, pembinaw aan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum,
kodifikasi hukwm ¢t Perundang-undangan serta bantuan hukum dan hak azasi manusia.

Pasal 16

Untuk melaksanal.u tugas sebagmmana dinaksud dalam Pusal 15, Bagian Hukum can Hak

Azasi Manusia merauunyar lungs
am kerja di Bagtan Hukum dan Hak Azasi Manusia,

L pényusunn preg
" y
I £ b, penyiapan bahin perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan

dan penyelenggi-aan Kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum, kodifikasi

hukum dan Penaddang-undangan,
- =
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fispan bahar perumusan kebyakan, koordinasi, pemaniauan dan evaluasi, pembinaan
merintah daerah di bidang bantuan hukum dan HAM:;dan

diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisien

LV

i penyelengg iraan kebijakan pe

anaan  tuuas lan vang
A vang .
fenintahan scsual dengan tugas dan [ungsinya

o Pasal 17
. ) Bagian Hukum dan Hak Azzsi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (1)
huruf b, terdint dari
B, Sub Bagian Kajtan Hukum dan Perundang-undangan,
b Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azast Manusia;dan
B Sub Bagian Dokumentast dan inlonmasi Hukum
B Sub Bagian sebugaimana dimaksud pada ayal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub
B Bagian yang berada di bawah dan berlangeung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan
B Hak Azast Manusia
Bagian Keenaum
Bagian Pertanahan
Pasal IS
Wit Perianahian secagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (1) hurul ¢, mempunyar tugas
syiapkan bahan parumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluas, pembinaan dan
Bvelengearaan Lelojakan pemeriniad daerall di bidang tata guna tanah dan advokasi
ahan
Pasal 1Y
Bk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pertanahan
mempunyal fungst
Q. pyusunan projrom kega di Bagian Per tanahan,
) penyiapan baha) perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan penyelengyi 1an kebyjakan pemenntah daerah di bidang taa guna tanah;
be penylapan banan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluast. pembinaan
dan peny elenggaraan kebyakan pemer intah daerah di bidang advokasi pertanahan,dan
d pelaksanaan luges lwn yang Biserahkan oleh Sekretaris Daerah  maupun  Asisien
Pemerintahian sesual dengan tupas dan fungsinya
Pasal 20
.
(1) Bagtan Pertanahen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurul ¢, terdiri dart:
’ ' 3 Sub Bagian Tata Guna Tanahidan

b. Sub Bagian Advokast Pertanahan
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub

2] SU{) Bagian SCb&.v-;Lllli.u’A.i
5 ~ v
pala Bagian Pertanahan

Bagian vang beraca di bawah dan bertanggung jawab kepada Ke



Bagian Ketujuh
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

.' ‘ Pasal 21

o Asisten Ekonomi dar Kesejalueraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
bmempunyai wiga: membanty Sekretaris Daeral dalam melaksanakan perumusan, penyusunan
dan pelaksanaan keb jakan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan sosial,

P dan, ketahanan pang-n
Pasal 22
L Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Asisten Ekonomi dan
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi

S 1 pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di

' bidang ekonomi dan pembangunan;

g0 pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di

bidang kesejahteraan sosial
6. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ii
bidang ketahanan pangan,dan
. pelaksanaan tuges lamn yang diserahkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengen
tugas dan fungsing a
X

Pasal 23

fsisten Ekonomi dai: Kesejahteraan Sosial membatu Sekretaris Daerah mengkoordinir -
i Dinas Pendidika 1.

Dinas Kesehatar,

Dinas Bina Marge jan Pengairan,

p Dinas Cipta Kary¢, Tata Ruang dan Kebersihan,

I Dinas Perhubunga:

¢ Dinas Komunikasi Zan Informatika,

' Dinas Koperasi dan UMKM,

" Dinas Perindustriza dan Perdagangan,

B Dinas Pertanian dnr Peternakan;

B Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;

B Dinas Perikanan dun Kelautan;

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga,

im. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

ba Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

s Badan Lingkungan Hidup;

. Badan Pelaksuna Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:dan

§ Badan Penanamun Maodal dan Pelayanan Terpadu

Pasal 24

i) Asisten Exonomi «aa Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
| buruf b, terdiri dar

2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;



b. Bagian Keseiuhteraan Sosial,dan

& ¢ Bagian Ketuhanan Pangan '

{2) Bagian sebagaiinena dimaksud pada ayat (1), dipimpin of<» seorang Kepala Bagian yang
% berada di bawan can bertanggung jawab kepada Asisten Ekonermi dan Kesejahteraan Sosial,

Bagian Kedelapan
Bagtan EKonomi dan Pembangunan

Pasal 25

BBagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a,
J mpunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dian
gluasi, pembinaar. Can penyelenggaraan kebijakan pemerinteh daerah di bidang ekonomi dan
Epembangunan daera it

Pasal 26

ok melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Ekonomi dan
Mmbangunan mempunyai fungsi:

2 e yusunan program kerja di Bagian Ekonomi dan Pembangunan;

f penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinazn
& dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian;

#¢. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
* dan penyelengearaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah;dan

b1 pelaksanaan tugas lain yanyg diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomi
dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

])\25\11 :7

(1) Bagran EXononu dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hurufa,
terdirt dari
8. Sub Bagian Perckonomian; dan
b. Sub Bagian I'vo1bangunan Daerah

P () Suo Bagian sebuzumany dimaksud pada ayat (1), dipimpin  oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di vawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi dan
Pembangunan

Bagian Kesembilan
Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 28

Al Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b |
«# mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan
ealuasi, pembinaan dan penyclenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang
 pengembangan sumber daya manusia dan bina sosial ot

Pasal 29

ok melaksanakan ugas sebapaimana dimaksud dalam Pasal 28 | Bagian Kesejahteraan

Ssal mempunyai fungsi




A 1B RIS B SR B o S

Ba penyusunan program kerja di Bagian Kesejahteraan Sosial,

b b penyiapan baher perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan penyelengunaraan hebyjakan pemennteh di bidang pengembangan sumber daya
maAusia,

¢ penyiapan bahw perumusan Kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan

¢ dan penyelengearaan Rebijakan pemerintah di bidang bina sosial;dan
d pelaksanaan tug1s lan yang diserahkan oieh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomu

b dan Kesgjahterii 1 Sosial sesual dengan tugas dan fungsinya

Pasal 30

Y

b (1) Bagian Kesejal: ¢raan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b,

: terdin dari
a. Sub Bagian Pengembungan Sumber Daya Manusia; dan

E 3 b. Sub Bagian Ilina Sosial

* (3) Sub Bagian sebugaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin  oleh seorang Kepala Sub
Bagian yany berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kesejahteraat ¥ ssial

- Bagian Kesepuluh
Bagtan Ketahanan Pangan

Pasal 31
b Bagan Ketahanan Pangan sebagarmana dimaksud dalwn Pasal 24 ayat (1) hurul ¢ , mempunya
b mgas menytaphan alun perumusan kebyakan, Koordinasi, pemantauvan dan  evaluasi,
pembinaan dan penyvelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang distribusi dan

B keersediaan pangan serta kewaspadaan dun Ronsums: pangan

|

Pasal 32

_ Untuk melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Ketahanan Pangan
(R menpunyai fungsi
3 A penyusunan progran kerja di Bagian Kethanan Pangan,
b penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan penyelengpaaraan kebijukan pemerintah di bidang distribust Jan ketersediaan pangan;
f¢ penyiapan bahar tcrumusan kebijakan, koordinasi, pemaniauan dan evaluasi, pembinaan

S (o penvelenooa won kebijakan pemeritah di bidanz  kewaspadaan dan  konsumsi
: pangan;dan
- d pelaksanaan tugas un yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomi
¢ dan Kesejahteraan Sostal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

i ) Bugian Ketahanan tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf ¢, terdin
S
4 Sub Bagian [vainbusi dan Ketersediaan Pangan,dan
b. Sub Bagan Kewaspadaan dan Kensums: Pangan
R) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub
" Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan
i Pangan



Bagian Kesebelas
Asisten Administrast

Pasal 34

FAsisien Admirusirast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas
membantu Sekretanis Daerah dalam melaksanakan koordiuusi, perumusan, penyusunan dan
pelaksanaan  kebyjuken  pemznntan daerah di bidang organisasi, hubungan masyarakat

admunistrasi dan umuin

Pusal 33

Usk melaksanaka:, tugas sebagmimana dimaksud dalam Pasal 34. Asisten Adnunistrasi

- mempunyat fungsi

B 1 penghkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah &
bidang orgamisa

L b penghoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerntah daerah di

bidang hubungan asyarakal,

i¢ pengkoordinisian rerumusan, peny usunii dan pelaksanaan kebiyjak

an pemerintah daerah di

bidang administius!

id pengkoordinasiu perumusan, peny usunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di
bidang umum, dan

pelaksanaan tugws lan yang diserahkan oleh Bupali dan Sekretaris Daerah sesual dengan

tugas dan fungsirya
Pasal 306

Asisien Administras: membatu Sekretaris Daerah mengkoordinir .
18 #a Badan Kepegawaian Daerah,dan
S b Dinas PPKAD

Pasal 37

‘(l] Asisien Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, terdin dari:
1 Bagian Orgonisast,
b, Bagian Huburjan Masyarakat,
¢. Bagian Admuasirast, dan
d. Bagius Upnrum
(2) Bagian sebagair yana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawaly Jan bertanggung jawab Kepada Asisten Administrasi

Bagian Keduabelas
Bagian Organisasi

Pasal 38

Bagian Organisasi sebigaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) hurul a, mempunyai tugas
bpenyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan
penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
milaian kinerja dan pendayagunaan aparatur negara serta tatalaksana dan standarisasi.

B ‘-l_al



FAAA0 L G . "y
£ < s T 4 ) 5
[ WS, S0 Tt FA ool SO, SN0 )
Z =iy - . . PR R ‘ NEE
vl “ el M. - PR >

AR SN

1).1.‘.\.; :“)

nik melaksanakon  ugds  sebogumand dimaksud dalam Pasal 3%, Bagian Orgamisasi

punyai fungsi

Bagian Orgamisasi,

koordinasi, pemantauan dan ey aluasi, pembinaan
dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan;

penyiapan bahun perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerntah di bidang penilaian kinerja dan

pendayagunaan aparatur,
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan

dan penyelengparaan kebijakan pemerintah di bidang ketatalaksanaan dan standarisasi; dan

yang diserahkan oleh Sekrelaris Daerah maupun Asisten

peayusunan progt.m kerja &
penyiapan bahan [erumusai kebijakan,

pelaksanaan tugas lamn
Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 40

(1) Bagian Organisasi sebaguaimand dimaksud dalam Pasul 37 ayat (1) hurul a, terdin dari

2 Sub Bagtan Kelembagaan dan Analisis Jabatan,
b Sub Bagian Mearluian Kinena dan Pendayagunaan Aparatur, dan

¢ Sub Bagran T.taluksuna dan Standansas

avat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub

: () Sub Bagian sebugmumand dimaksud pada
b kepada Kepala Bagian Organisast.

Bagian \ ang bereca di bawah dan bertanggung jawa

Bagian Ketigabelas
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 41

LBagian Hubungan Miasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b,
_mempunyal tugas mienyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan
flevaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang dokumentasi dan
‘informasi serta pemit¢ritaan dan media massa

Pasal 42
i ¥ Untuk melaksanaka lugas sebagamand dimaksud dalam Pasal 41,
S Masyarakat mempaya fungsi
e .
L penyusunan program kerja di Bagian Hubungan Masyarakat,
: 2 b penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
S an penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang dokumentasi dan informasi;
¢ penyiapan bahan perumusan kebyakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan penyelenggaraan hebijakan pemerintah di bidang pemberitaan dan media massa, dan
¢ pelaksanaan tugas lam yang diseranhl oleh Sekretars Daerah maupun Asisten Administasi
sesuat dengan tupas dan fungsinya

Bagian Hubungan

Pasal 43

E (1) Bagian Hubungar. Masy arahat sebagaimand dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) hurul' b,
terdin dari

¢ Sub Bagian Dokumentas: dan Informasi; dan

“

-
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b. Sub Bagian Pemberiiam dan Media Massa

) Sub Bagian sebngaimana  dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan
Masyaraxat

Bagian Keempatbelas

Bagian Adnmunistrasi
Pasal 44

b Bagian Adminusteast s sbagaumana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) hurul ¢, mempunyal ugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan
penyelenggaraan kehijakan pemerintah di bidang kepegawaian dan tala usaha, rencanan kerja

Fidan keuangan serta s udi dan telekomunikast
Pasal 45

. Unik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Administrasi

B mempunyai [ungsi

b penyusunan program kerja di Bagian Adnunistrasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang Kepegawalan dan Tata Usaha,

k¢ penviapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan penyelenguaraan kebijakan pemerintah di bidang Rencana Kerja dan Keuangan;

d peayiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang sandi dan telekomunikasi;dan

¢ pelaksanaan tugus lan yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun  Asisten

Administrasi sesta dengan tugas dan fungsinya
Pasul 40

(1) Bagian Administiasi sebagaumana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri darn:
a Sub Bagian liepegawaian dan Tata Usaha,
b, Sub Bagian Itrazana Kerja dan Keuangan, dan
¢ Sub Bagian H...di dan Telekomumikasi
[2) Sub Bagian sebasumana  dimaksud  pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berudi, di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi

Bagtan Kelumabelas
Bagian Umum

Pasal 47

Bagian Umum sebayimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) hurul d, mempunyat tugas
B menyiaphkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan
B penyelenggaraan kebijakan pemeriniah daerah di bidang protokol dan perjalanan serta rumah

tangea, perlengkapan dan parawatan Sekretaniat Daerah
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Pasal 48

k melaksanakan tueas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Umum mempunya
ogsi. N

penyusunan prog,iam kerja di Bagian Umum,

Ppenyicpan baliwl perumusan kebijahas, koordinasi, pemantavan dan evaluasi, pembinaan
Bdin penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang protokol dan peralanan Bupati,
BWakil Bupati dar Sekratariat Daerah,

fgnyispan baha1 perunusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemaniauan dan evaluasi,
Ppembinaan dar  penyelengparaan  kebyakan pemerintah  di bidang rumah tangga,
perlengkapan dar. perawatan Sekretariat Daerah; dan

,'pdnksmwn wyss lam yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten

v fAdminisirasi sesuss dengan tugas dan fungsinya
Pusal 49
PBagian Umum sehigaumana dimaksud dalam Pasal 37 ayal (1) huruf d terdiri dari:
Bres Sub Bagian Frotokol dan Perjalanan,dan
bh. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Perawatan
PSub Bagian sebugumana  dimaksud pada ayal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub
e Bagian yang bewwia di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala Bagian Umum.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagtan Kesatu

KRedudukan, Tugas Pokok Gan Fungsi
Pasal 50

b (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur

pelayanan terhadiy DPRD
() Sekretariat DPRD Jipimpin oleh seorang Sekrelans yang secarn teknis operasional berada
dibawah dan  betanggungiawab  Kepada  Pimpinan DPRD dan secara administraufl

Lepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
!

bertanguungiawii
1 3 -
Pasal 31

Sekretariat DPRD  nzmpunyal tugas menyelenggarakan admunusirasi kesekretariatan  dan

B tanean. menduk.ny pelaksanaan tugas dan fungs: “DPRD dan menyediakan serta
= R 8 = < ’

mengkoordinasikan taga ahll yang diperiukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

kevangan daerah

Pasal 52

|
Untek melaksanakae tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sekivianiat DPRD

S mempuny an fungsi
1 ¢ penyusunan prog:a.a kesekrelanatan DPRD;
varaan & Inumistrast kesekretanaian DPRD;,

-1

b penyeler

¢ penyelenggara ipat-rapat DPR.D;dan

d. penyediaan dan pongkoordinasian tenagd ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi
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’S\mn\:-x\ Qrgamnsast SETRITat DYRD terdaf dan
3 Sekratans LD
b Bagian Keler ghapan Dewan dan Hubungan Masy arakat erdin dan
1) Sub Bagiun Kelengkapan Dew an;dan
2) Sub Bagran Humas 4an Dokumentasi
¢ Bavian Russiudy, Persidangan aan Perundang-undangan terdiri dan
|y Sub Bagian Risaiah, Rapat, dan Persidangan,dan
3} Sub Buyp s Perundang-undangan
¢ Bawian Perer oo dan Reuangan terchir dan

1) Sub Bawio s Rencana Kerja can Pelaporan.dan

- bu\ Sl L Ll
| * 11119 " 1" W s B 14
g Bagian Umutt erdin Gan

1) Sub Bagia - Tata Usaha, Protohol dan Perjalanan,
2) Sub Bagias Perlengkapan dan Urusan Dalam; dan
3) Sub Bagizn Unum dan Rumah Tangga
{ Kelompok Te.nga Ahb
'~ (2) Bagan Susuni Organisasi Sekretartat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
lercantum dalarn Lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan
Daerah ini
BAB V

DINAS DAERAH

Bagian Kesalu

Dinas Pendichkan
Pasal 34

(1) Dinas Pendidikan sebagumana dimaksud Pasal 2 hurul’ ¢ angka [, mempunyai lugas
melaksanakan wusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pemh)

(2) Dinas Pendidih:tn sebagaimiia dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang betada di bawah dan bertwigoung jawab kepada Bupal melalu Sekretaris

| Daerah

I e
ITRR peiy)

w

Pasal 35

Untuk melaksanal 7 tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Dinas Pendidikan,

mempunyalr lungs!

;3 penyusunan pregram di bidang pendidikan,

B b perumusan ketijusan teknis di bidang pendidikan,

¢ penyelenggaraan arusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;

\d. pembinaan dan p:laksanaan tugas di bidang pendidikan;

e. pembinaan terhadlap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; dan

B[ pelaksanaan tuges luin yang diseralikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya




' (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul ¢ angka 2, mempunyai tugas
melaksanakan urisan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan
(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

vang berada di bawah dan bertangeung jawab kepada Bupati mel

Untuk meluksanaka, tweas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 avat (1), Dinas Kesehatan

mempunyil flungst
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pembinaan dan j »+Ksanaan tugas di bidang kesehatan,
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(1) Susunan Orgamisasi Dinas Pendidihan terdin dan

Kepala Dinas

Sekretanat terdiri dart

1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Reuangan,

3) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaiandan
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

Bidang Pendi-likan Luar Sekolah terdin dan

1) Seksi PAUD;

2) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Furzcional,dan
3) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kewirausahaan dan Meatal Spintual

Bidang Pend-dikan Dasar terdiri dart:

1) Seksi Kurisulum TK, SD, SMP dan SLB,

2} Seksi Kesinwaan TK, SD, SMP dan SLB:dan

) Seksi Sarna Prasarana TK, SD, SMP dan SLB

Bidang Pend dikan SMA dan SMK terdin dan

s

Seksi Kithulum SMA dan SMK.

)
) Seksi Kenswann SNA dan SMK:dan

[ I -

s

1) Seksi Anullsis Jabatan dan Pemberdayaan TPK,
2) Seksi Penardikan dan Pelatihan TPK dan

3) Seksi Kesciahteraan dan Pembinaan disiplin TPK.
Unit Pelakswe Tekms Dinas (UPTD),
Kelompok Jaub :tan Fungsional

8 (2) Bagan Susunan Organisast Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalan. lampiran 1V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah i

4

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 57

Pasal 38

i

peny usunw prod i di bidang kKesehatan:
perumusan kebi than tekmis di bidang Kesehatan,
ay elenggatia y ueusan perterintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;

-

Seksi Szrisia dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK
Bidang Peni 1y vatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik terdin dan

alul Sekretaris Daerah
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& ¢ pembinaan terhaat | Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; dan

{ pelaksanaan lugas lain yang diserahkan oleh Bupau sesuai dengan lugas dan fungsinya.
Pasal 59

(1) Susunan Organisa:  Dinas Kesehatan terdir dan:
a2 Kepala Dinas,
b, Sekretariat terdin dan
1y Sub Bag 11 Rencana Kerja dan Keuvangan;
2) Sub Bagiw Tata Usaha dan Kepegawaian,dan
3) Subbag Perlengkapan dan Umum
¢ Bidang Pelayanan Kesehatan terdirt dan
1) Seksi Jaminan Kesehatan
2) Seksi Kesehatan Dasardan
3) Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus,
d. Bidang Pengendahan Masalah Kesehatan terdiri dari:
1) Seksi Pemberantasan Penyakit dan Wabah,
2) Seksi Penyehatan Lingkungan.dan
3) Seksi Imunisasi dan Penyakit Tidak Menular (PTM).
Bidang Farmasi, Promosi dan Saruna Kesehatan terdiri dari
1) Seksi Formasi, Makanan dan Minuman,
2) Seksi Proraosi dan Informasi Kesehatan,dan
3) Seksi Sarana dan Peraiatan Kesehatan
Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizl
1) Sekst K2sehatan [by,
2) Seks: Kesehaton Anak,dan
3) Seksi Poaagkaan Gizi Masyarakat.
Unit Pelakson» Tekms Dinas (UPTD),
h Kelompok Jutatan F wigsional
(2) Bagan Susunan Orgunisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
grcml}lum dalanr Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
aeridy 1l

«
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Bagian Keuga
Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 60

(1) Dinas Bing Marga dan Penguran ssbagumand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul
¢ angha 3, mempunyil lugas melaksanaken urusan pemerintahan daerah di bidang kebina
margaan dan pengairu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

(2) Dinas Bung Marga dan Penguran sebagaimana dirwhsud pada ayal (1), dipimpin oleh
seorany Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalw
Sekretanis Daernh

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Dinas Bina Marga
dan Pengairan mempunya fungsi

\ 3 penyusunan prugram di bidang Bina Marga dan Pengairan;



b perumusan kebijakan tekmus di bidang Bina Marga dan Pengairan,
B¢ penyelengparaay urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina Marga dan
8 Pengairan,
"x_l pembinaan dan p'aksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Pengairan;
¢ pembinaan terhaduy Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan; dan
{ pelaksanaan tugas ‘ain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

(1) Susunan Organisis s Dinas Bina Marga dan Pengairan terdin dan
Kepala Dmas.
b. Sekretanat < ri dar
l) Sub Bagion Rencana Kerja dan Keuangan,
2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawatan;dan
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum
¢. Bidang Bina Marga terdin dar
- 1) Sekst Pemeltharaan Jalan dan Jembatan;dan
2) Seksi Pembanginan Jalan dan Jembatan
Bidang Sumber Daya Air terdin dan
1) Seksi Irigasi, Air Baku dan Sungai,dan
2) Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Panta,
¢ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),
[ Kslonmpok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisghkan dan

Peraturan Daecali ind

=

(=S
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Bagiuwn Keempat

Dinas Cipia Karya, Tata Ruang dan Kebersthan
Pusal 63

b (1) Dinas Cipta Kar, . Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurul’ ¢ anska 4, mempunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
M bidang Cipta Kaya, Tata Ruang dan Kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas
S pembaniuan
o (2) Dinas Cipta Kauy. Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
g dipmpin oleh seori. iy Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada
Bupati melalw Sekictans Daerah

Pasal 64

fatuk melaksanakarn (ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 03 ayat (1), Dinas Cipta Karya,
Bl2 Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi

penyusunan program di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan,

0 perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan,
penyelenggaraan urusan pemenntahan dan pelayanan umum di bidang Cipta Karya, Tata
§ Ruang dan Kebersihan,

. g pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan,
VOt pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekiis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan,
; dan



{
d

R [ pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinys.
. Pasal 65

S (1) Susunan Organisuct Dinas bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersthan terdin dan:
A o Kepala Dinus.

A b. Sekretariat t2(diri dari

1) Sub Bagar Rencana Kerja dan Keuangan,

2) Sub Bageis Tata Usaha dan Kepegawaian dan

3) Sub Bagiawr Perlengkapan dan Umum

Bidang Cipta Farya terdin dan

1) Seksi Peyumahan dan Permukinuudan

“i

2) Seksi Pemiaagunan Gedung
d Bidang Tata Riang terdin dan
1) Seksi Tata Jwang Kota,dan
-' 2) Seksi Peryendalian Tate Ruang dan Pembinaan Masyarakat
: ¢. Bidang Kebery nan
1) Sehst Kot rsihan.dan
. 2) Sekst Periamanan dan Perkuburan
S [ Unit Pelaksana Tekais Dinas (UPTD),
g Kelompok Jabatan Fungsional
'(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipla Karva, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayut (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 66 B

b (1) Dinas Pendapatar . Pengelolaan Keuangan dan Asel Duerah sebagaimana dimaksud dalam

b pasal 2 hurul ¢ angka 5, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomu
dan wgas pembaruan

* (3 Dinas Pendapatin, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dipimpir oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

sepada Bupan melzlui Sekretans Daeral
Pasal 67

Untuk melaksanakar t igas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Dinas-Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah mempuny al fungs

3 penyusunan progru ti di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
| b perumusan kebijakin texnus di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
¢ penyelenggaraan Jrusan  pemenntahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan,
[ Pengelolaan Keunnyan dan Aset Daerah,
3 b ¢ penbinaan dan selaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel
. Daerah,

L ¢ pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

E: Aset Daerah; dan
S [ pelaksanaan tugas lain vang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D



Pasal 68

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah terdiri dari:

a Kepala Dinas,
b Sekretariat terdiri dari
1y Sub Bagian Rencand Kerja dan keuangan,
2) Sub Bay'un Tata Usaha dan Kepegawaian,dan
3) Sub Bag.n Perlengkapan dan Umum
¢ Bidang Pendapatan terdiri dari
1} Seksi Pajak Daerah
2) Seksi Retribusi, Dana Perimbanzan, dan Pendapatan Lainnya,dan
3) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Anguaran dan Penatausahaan terdiri dari!
1) Seksi Anparan,
23 Seksi Peritausahaan Keuangan Daerah,dan
3) Seksi Verifikasi Gaji
¢ Bidang Pelazoran can Akuntansi terdiri dari
1) Seksi Penporan Keuangan Daerah;dan
2 Scist Ahuntans Keuangan Dacrah
P Bidang Asct dacrah
1) Sekst I orencanaan, Penatausaiaan dan Pengamanan Asct.dan
7} Seksi Penanfaatan dun Penghapusan Asel

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),

= U

L Kelompok Jabatan Funusional
) -

(2) Bagan Susunan Organisisi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagaimuna dimaksud pada aydl (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupa<an
sagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 69

-

(1) Dinas Kepend.zukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢

ngka 0, menpunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang
kependudukan Jan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dinas Kepend. dukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

P o o T =

oleh seorang <cpala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretzris Daerah

Pasal 70

Ustuk melaksanab i tugas scbagaimang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Dinas
Kependudukan dan - encatatan Sipil mempunyai fungsi:

penyusunan progiam di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

perumusan kebijakan tekunis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

penyelengrary it urusin pemetintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
pembinean dat, pelaksanan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

pembinaan terii.dap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan




{ pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupat sesual dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 71

(1) Susunan Orpanisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdin dari

Kepala Dinas;

=

b Sekretanat terdir dan

1) Sub Bagien Rencana Kerja dan Reuangan,

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaiu,dan

3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

Bidang Pendaftaran Penduduk dan Sistem Informasi Kependudukan terdirt dari:

s

1) Seksi Identitas Penduduk
2) Seksi Pensuduli Pindah Datang dan Penduduk Rentan dan
3) Seksi Sistemn Informast Kependudukan
d Bidany Penceiatan Sipil terdin dar
1) Seksi Per catatan Kelahivas din Kematian,
) Seksi Percatatan Perkawinan, Penceraian, Status Anak dan Kewarganegaraan,dan
3) Seksi Pengowasan dan Penyelidikan Dokumen Kependudukan
e Unit Pelaksa Teknis Dinas (UPTD).
f Kelompok Jay zan Fungsional
(2) Bagan Susunan O junsasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat
(1), tercantum Jram Lampiran [X dan merupakan bagian yang udak terpisahkan dari
Peraturan Daerah i

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 72

B (1) Dinas Sosial, Tenaga Kena dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢
aagka 7, mempunyai lugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tlugas pembantuan.

B Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 73

 Uniuk melaksanakan tugas sebagaimiana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Dinas Sosial,
S Tenopa Rerja dan Transmigrasi mempunya fungsi
peayusunan prog.aia di bidang sosial, tenaga kerja dan Llansnugrast,
perumusan kebijui. an teknis di bidang sosial, tenaga herja dan ransnugrasi,
penyelenggaraan Lrusan pemenintaban di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,
pembinaan dan pe iksasan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transnugrasi,

¢ pembinaan ierha.up Uni Pelaksana Teknis Dings Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
: dan
{ pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

et
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Pasal 74

(1) Susunan Organisusi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrsi terdiri dari :
2. Kepala Dinas,
, b Sekretariat tadin dari
E | 1) Sub Bag:a1 Rencana Kerja dan Keuangan,
’ 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawalan,dan
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum
¢ Bidang Sosial terdir! dart
1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial,
2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,dan
3) Seksi Bantuan Sosial
SO  Bidang Pelatihun dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari.
1) Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas,dan
2) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja,
¢ Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:
1) Seksi Hu%ungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,dan
2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
Bidang Transmigrasi terdiri darl.
1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi,dan
2) Seksi Peugembangan Masyarakat dan kawasan Transmigrasi.
g Unit Pelaksea Teknis Dinas (UPTD),
h Kelompok Jchutan Fungsional
' (2) Bagan Susunar (i:ganisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimaksud pada
ayat (1), tercanium dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daeral

"

‘ Bagiun Kedelapan

Dinas Perhubungan
Pasal 75

na dimaksud dalam Pasal 2 buruf ¢ angka 8, mempunyai

(1) Dinas Perbubutisan sehagaima
wygas melaksanakan urusan pemerintaban daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan

, (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawa
Daerah

ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
b kepada Bupati melalui Sekretaris

Pasal 76

B Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Dinas rerhubungin
mempunyai fungst:
1 penyusunan proyram di bidang perhubungan,
b perumusan kebijaran teknis di bidang perhubungan;
b ¢ penyelenggaraan wiusan pemerintahan di bidang perhubuna.,
¢ pembinaan dan pelaksanian tigas di bidang perhubungan,
S ¢ pembinaan Unit *claksana Teknis Dinas Perhubungan, dan
f"j' { pelaksanaan tugs lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

-

.[I’
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Pasal 77

) Susunan Organisis Dinas Perhubungan terdin dary

2 Kepala Dinasy
b Sekretarial terdiri dart:
1) Sub Bagian Rencand Kerja dan Keuangan,
2) Sub BagiziTal Usaha dan Kepegawaian,dan
3) Subbag rlengkapan dan Umum
. Bidang Perhubungan Daral dan Udara terdin dari:
1) Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Penumpang Darat;dan
2) Seksi Angkutan Darat dan Udary,
i Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdirs dark:
[} Seks: Lalu Lintas Keselamatan Laut, Sungai dan Penyeberangan;dan
2} Seksi Angkutan Lautl, Sungar dan Penyeberangan
o Uni Pelaksana Tewus Dinas (UPTDY
{  Kelompok Jabatan Fuagsional
Bagan Susuitn Organisast Dinas Perhubungan sebagaimand dimaksud pada ayat (1),
ercantum dalam Lampiran N1 dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan
Daeralt i

Bawin Kesembilan
Dinas Komunikas: dan Informatika

Pasal 78

Dinas Komunihasi dan luformatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ angka 9,
mempunyal g melaksanakan urusan pemerintahan dacrah dibidang komunikasi dan
informatika beru., sarkan asas olononu dan tugas pembantuan

Dinas Komunihesl dan [nformatika sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dipimpin oleh
seorang Kepalu [/ nas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu
Sekretaris Daerdt

Pasal 79

Untuk melaksanaiisi ugas sebagaimiana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Dinas Komunikasi
dan Informatika metrpunyd fungsi

b
¢
d

[

pany usunan gL oram di bidang komunikast dan informatika;

perumusan keb.jakan teknis di bidang komunikast dan informatika,

penyelenggaraan urusan pamerintahan & bidang komunikasi dan informatika,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika,

pembinaan Unii Pelaksana Teknis Dinas IComunikasi dan Informatika; dan
pelaksanuan tugas lain v ang diserahikan oleh Bupati sesual dengan Wgdas dan lungsinya

Pasal 80

(3) Susunan Orguuisusi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari.

a Kepala Dinas,
b Sekretasiat terdin dart:
1) Sub Beyian Rencand Kerja dan Keuangan,
2) Sub Ba:ian Tata Usaha dan Kepegawaian,dan



) Subbag I'erlengkapun dan Umum.
BBidang Pirarti Lunak dan Data Base terdiri dari
-I) Seksi Anilisa dan Perancangan Piranti Lunak;,
B2) Seksi Da 1 Base,dan
3) Seksi Pergembangan dan Sosialisasi Piranti Lunak
Bidang Piran | Keras dan Jaringan terdiri dari
'f) Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Keras dan Jaringan,dan
Seksi Pelel-sanaan dan Sosialisasi Piranti Keras dan Jaringan
Bidang Pos dun Telematika,
) Seksi Pos can Komunikas: Jdan
7) Sekst Pubiliaas: Media dan Telemanika
f Ur Pelaese ek Dinas (EPIDY,
; g Keompok Jas avan Futighona
p Susenan Orgamsast Dinas Pethubungan sebagimana dimaksud pada aya (1), “ercantarm
bn Lampiran X11 dan merupakan bagiun yang ndak terpisahikan dan Peraturan Daerah ind

Bagian Kesepuiuh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 81
() Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah sebagaimana dimaksud-dalam Pasal
2 huruf ¢ angka 10 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
koperasi dun usaha mikro, kecil dan menengah berCasarkan asas otonomi dan tuges
pembantuan
1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin  oivh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melzlui Sekretaris Daeral

[*asal 82

duk melaksanakar .. gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Dinas Koperasi dan
(gl Ustha Mikro, Kecil d..n Menengah mempunyai fungsi )
Mt penyusunan progrin di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,
W perumusan kebijabin teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,
W penvelenggaraan urisan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengal,
{ pembinuan dan pelaksanaan wgas di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,
¢ pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, dan
[ pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 83

(1} Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari |

Kepala Dinas,

ar

b Sekretariat terdirt dan
1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,dan
3) Subbay Perlengkapan dan Umum
¥ ¢ Bidang Kelembagaan dan Diklat Koperasi UMKM terdiri dari
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1) Seksi Kelembagan Koperast dan UMKM,
3) Seksi Pervembangan SDM Koperasi dan UMKM;dan
d Bidang Fastlitas Pembiayaan/Permodalan Koperasi dan UMKM terdiri dar:
1) Seksi Fuulitas Permodalan Koperasi dan UMKM,
2) Seksi Munitoring dan Evaluasi Permodalan Koperasi dan UMKM dan
Bidang Pemiv.cran dan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM terditi dan
1) Seksi Persaran Produk Koperasi dan UMKM:dan
2) Seksi Jar ryan Usaha Koperast dan UMKM
{  Bidang Pengsubangan Usaha Koperasi dan UMEKM terdin dan
1) Seksi Kenvitraan Usaha Koperasi dan UMKM, dan -
2) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM:
¢ Unit Pelaksap Teknus Dinas (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperas! dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini, terzwitum dalam Lampiran X111 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan [ywarah

"

Bagtan Kesebelas
Dias Penndustrian dan Perdagangan

Pasal 8+

(1) Dinas Perindustnan dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ angka
10, mempunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian
dan perdagangan berdasarkan asas otonomit dan tugas pembantuan

(2) Dinas Perindustrians dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) Pasal i,

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupatl melalw Sekretaris Daerah

Pasal 85

Unluk melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Dinas Perindustrian
dan Perdagangan meinpunyai fungsi

3 penyusunan progsam di bidang perindustriun dan perdagangan,

b perumusan kebijakan teknis di bidang penndustrian dan perdagangan

¢ penyelenggaraa irusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan
perdagangan

4 pembinazn dan pelahsanaan wgas di bidang perindustrian dan perdagangan,

¢ pelaksanaan tugas 12in yang diserahkan oleh Bupali sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

(1) Susunan Orgamsua Dinas Permdustrian dan Perdagangan terdin dan
b Kepala Dinas

¢ Sekretariat terditi dar

1y Sub Bagis Rencana Kerja dan Keuangan,

2) Sub Bagian Tata Usala dan Kepegawaian dan

3) Subbag Perlengkapan dan Umum

Bidang Penindustnan terdin dan

1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;dan

2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

fa.




4 Bidang Perdegangan terdiri darl

) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Usaha Perdagangan;dan

B 7) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen

£ Bidang Pasar terdiri dan

I¥ 1) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pasar dan Distribusi Pasar;dan

2) Seksi Metrologi

¥ B Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
j KelompoX Jabatan Fungsional
_ Susunan ‘Jrgamisasi Dinas Penindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud
’ 'pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran X1V dan merupakan bagian yang tidak
erpisahikan dan Poraturan Duerab i
[).'.':'.AI. Keduabelas
Dinas Pertanian dan Peternakan
Pasal 87
B Dinas Pertanian ¢ zn Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ angka 1%,
J g
Fpempunyal tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan
geternakan berdasy <an asas otonon dan tugas pembantuan,
WDinas Pertanian dan  Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
sorang Kepala Ctinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daeral
Pasad 88
lagk melzksanakan tugas sebagaimand dimsaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Dinas Pertanian dan
bernakan mempunyal fungs
by penyusvnan program di bidang pertamian dan petemakan,
A perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan,
¢ penyelenggaraan urusan pemerintahan dun pelayanan umum di bidang pertanian dar
' peternaxai
S penbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan,
S oenibinaan terhadap Unit Peluksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan, dan
b pelaksanaan tugas fain yang diserahikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 8Y
.

1] Susunan Organisai Dines Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
8 1 Kepala Dinas,

b, Sekretariat terchir, dari

1) Sub Bagian sencana Kerja dan Keuangan,

2) Sub Bagian 7sta Usaha dan Kepegawaian;dan

3) Sub Bagiar *erlengkapan dan Umum

Bidang Pertaniun Tanaman Pangan terdiri dan

L)

1) Seksi Produl:i Tanaman Pangan,
2) Seksi Sarand -ian Prasarana Pertanian Tanaman Pangan,dan
3) Seksi Pengoli han dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan.

Bidang Hertikultura terdin dart

1) Seksi Produks: Horkultura,

| =



2) Seksi Surna dan Prasarana Pertanian Hortukultura,dan

3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura
e. Bidang Teknologi dan Perlindungan Tanaman terdiri dart:
1) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian dan Pertemakan;
2) Seksi Pendayagunaan Pupuk dan Pestisida;dan
3) Seksi Pengendalian Organistue dan Penggangsu Tanaman. 2
Bidang Peternakan terdini dari
1) Seksi Produksi Ternax,
2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternakidan
3, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehiatan Masyarakat Vertenner
¢ Unit Pelaksana Tekais Dinas (UPTD).

h Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunar Giganisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), tercantuin dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari,

™

Bagian Keugabelas
Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan

Pasal 90

L (1) Dings Kehutanar, #erkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c
angka 13 Peraturan Daeral ini, mempunya lugas melaksanakan urusan pemerintahan
daeral di brdany, perkebunan, hehutanan dan pertambangan berdasarkan asas otonomi dan
wgas pembauttuan

(2) Dinas Perkebunan. Kehutanan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupat melalui Sekretans Daerah

Pasal V1

. Untsk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah

" ini, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai fungsi:

|1 penyusunan program di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;

b b, perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan,

B ¢ penyelenggaraan urusan pemenntaban dan pelavanan umum di bidang perkebunan,

hehutanan dan pertambanyan;

¢ pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidany perkebunan, kehutanan dan pertambangan;

¢ pembinaan terhafap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan
Pertambangan, dan

{ pelaksanaan tugas lam y ang diserahkan of h Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pusal 92

(1) Susunan Orgamisasi Dinas Perkebunan, Kehulanan dan Pertambangan terdin dan:
4 Kepala Dinas,
b. Sekretanat tedir dar
1) Sub Bagiin Rencana Kerja dan Keuangan,
2) Sub Bagicn Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
3) Sub Baguun “erlengkapan dan Umum,
¢. Bidang Perkebuian terdin dari;
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1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan,
2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan,dan
3) Seksi Usaliy Perkebunan.
d. Bidang Kehutanan terdiri dar.
1) Seksi Uscha, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan,
2) Seksi Kehubilitasn Hutan dan Lahan,dan
3) Seksi Pertaan dan Pengembangan Kawasan,
¢ Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari.
1) Seksi Pertambangan Umum,
2) Seksi Energiidan
3) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral
{ Bidang Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan, Hutan dan Pertambangan terdiri
dari
1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan,
2] Seksi Perlmdungan Perkebunag, Hutan dan Pertambangan,dan
3) Scksi Penyidikan dan Penegukan Hukum
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTDY),
Kelompok Jabatan Fungsional
() Bagan Susunan 2 -gamsasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimara
dimaksud pada ayut (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari P2raturan Daerair ini

o=
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Bugtan Keempatbelas
Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 93

(1) Dinas Perikanan asn Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) buruf ¢ angka
14, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan
kelautan berdasarkat asas otonomi dan tugas pembantuan;

(2) Dinas Perikanan ¢ s Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seoran;
Kepala Dinas yany: berada di bawah dan bertangeung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daereh

Pasal 94

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pusal 93 ayat (1), Dinas Perikanan
dan Kelautan mempunyai fungsi
¢ penyusunan program di bidang perikanan dan kelautan,
b perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan,
¢ penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dar
kelautan,
¢ pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan,
| ¢ pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan, dan
{ pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 95

(!) Susunan Organisas Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari;
a Kepala Dinas;

[N,
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Sekretarat lercar dar

1) Sub Bagiw. Rencana Kena dan Keuangan,

2) Sub Bagiir Tata Usaha dan Kepegawaiwi.dan

3y Sub Baguys Perlenghupan dan Umum

Bidang Pertlouin Tanghap tercir dan

1y Seksi Swisa dan Prasarana Perikanan Tangkap:
2) Seksi Proa sl derthunan Tanghap.dan

3) Seksi Bu Usaha Penkanan Tanghip

Bidang Perthwian Budidaya terdiri dan

1) Seksi Sq oy dan Prasarand Perikanan Budidaya.
2) Seksi Prcdukst dan Bina Usaha Perikanan Budidava.dan
3) Seksi Peis endalian Hama Penyakit

Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdin dan

1) Seksi Pengolahan Hasil Penkanan,

2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan,dan

3) Sekst Bina Mutu Hasil Perikanan

Bidang Pesisir, Penuendalian dan Pengawusw) Konservasi Surber Daya Perikanan dan
Kelautan terdin dan

1) Seksi Pengembungan Pesisit, Kelautan dan Pulau-Puisu Kecil,

2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;dan
3) Sehst Konsenasl Sumber Dava Perikanan dan Kelautan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),

Kelompaok Jubatan Fungsional

(2) Bagan Susuan L1 gamisasl Dinas Perihanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum ¢i.um Lampiran VI dan merupakan bagian yang udak terpisahkan darn
Peraturan Daeran i

t
=

i

b

-
~

Baglan Kelimabelas
yinas Kebudayaan, Panwisala, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 96

(1) Dinas Pemuda, <4 1 Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf ¢ angka |5, mempuny tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang
kebudayaan, pari visala, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan

L (2) Dinas Kebuday il Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) , dipimpin  Oich seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupatl melelui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ¢alam Pasal 93 ayat (1), Dinas Kebudayaan,
Pariwisatn Pemuda dan Olah Raga mempunydl fungs:

peny Usunan program di bidang Kebudayaan, Parwisatd, Pemuda dan Olah Raga,
perumusan hebijanin reknis i bidang Kebuday aan, Panwisald, pPemuda dan Olah Raga,

penyelenggarain  urisal pemierintahan  dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga,
pembinaan dan pelaksanuar tugas di bidang Kebuday aan, Pariwisala, Pemuda dan Olah
Raga

ua,



¢ pembinaan Unit ?:laksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda den Olah Raga;
dan ,
[ pelaksanan tugas (ain yany diserahkan oleh Bupali sesual dengan (ugas dan fungsinya.

Pusal Y8

(1) Susunan Organis 11 Dinas Rebudayun, Paniwisata Pemuda dan Olah Raga, terdin dar:

o Kepala Dincs
b. Sekretariat te it dar
1) Sub Bagir Rencana Kena dan Keuangan,
2) Sub Bagie Tata Usaha dan Kepegawaian.dan
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum
¢ Bidang Kebudnyaan terdin dan
1) Seksi Pengembangan Sent dan Budayaidan
2) Seksi Perelitian dan Kajian Sejaral.
d. Bidang Parvisata
1) Seksi Pergembangan dan Promosi Wisata;dan
2) Seksi Bina Usaha Wisata.
¢. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdin dani:
1) Seksi Kepemudaan;dan
2) Seksi Olah Raga
f Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),
g Kelompok Jabatan Fungsional

¢ (2) Bagan Susunan Orgamsasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga

.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in1.

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Inspektorat Daerah

Pasal Y9

(1) Inspektorat Daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka I,
mempunyal tugt: melahukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemenntahan di
daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atus penyelenggaraan pemerintahan desa dan
urusan pemerintahan desa.

(2) Inspektorat Daerel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1, dipimpin oleh seorang
Inspektur vang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara
ieknis adnunistratil’ mendapat pembinaan dan Sekretaris Daerah.

Pasal 100

Untuk melaksanaka: tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Inspektorat Daerah
mempunyai fungsi

a perencanaan program pengawasan,

b perumusan kebijakan tekms pengawasan,

¢ pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian lugas pengawasan, dan

- 4. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diserashkan oleh Bupati sesuai dengan

tegas dan fungsimya

-



Pasal 101

_'(1) Susunan Organisa: Inspektorat Daerah terdin dan
a Inspekiur,
b. Sekretariat i dar:
1) Sub Bag»n Perencanaan,
2) Sub Bag an Evaluasi Pelaporan;dan
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
¢ Inspektur Pembantu Wilayah I terdini dan.
1) Seksi Pengawasan Pemenntah Bidang Pembangunan Wilayah [,
2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;dan
3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah 1.
d Inspektur Pembanty Wilayah 11 terdirs darn:
1) Seksi Penaawasan Pemenintah Bidang Pembangunan Wilayah 11,
2) Seksi Pengawasan Pemeriniah Bidang Pemerintahan Wilayah Il;dan
3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II,
¢ Inspektur Perabantu Wilayah 11 erdin dan
1) Seksi Pergawasan Pemenntah Bidang Pembangunan Wilayah 111;
2) Seksi Pensawasan Pemenntah Bidang Pemenintahan Wilayah 11l:dan
3] Sekst Peseawaswn Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah 111
[ Inspekiur Pernbantu Wilayali IV terdin dan
|) Seksi Pergawasan Pemenmah Bidang Pembangunan Wilayah IV,
2) Seksi Per gawasan Pemeriniah Bidang Pemerintahan Wilayah IV, don
3) Seksi Per vuwasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV
g Kelompok Juhaan Fungsiongl
(2) Bagan Susunan orgamsasi Inspekioral Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
lercartum dalaat Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerat,

X
.l

Bagtan Kedua
Badan Perencanaun Pembangunan Daerah

Pasal 102

(1) Badan Perencanaun Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
hurul d anghka 2, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah :

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagumana ditaaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah

Pasul 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dumaksud dalam Pasal 102 ayal (1), Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

| o penyusunan progiam perencanaan pambangunan daerah,

- b perumusan kebi b an teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

L ¢ pengkoordinasias penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

¥ 4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan




e pelaksanaan tugus lamn yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan ugas dan fungsinya.
Pasal 104

(1) Susunan Organiisi Budan Perencanaan Pembangunan Daerah terdin dan:

a  Kepala Badar,
b Sekretariat ter.ir dar
1) Sub Bagiw: Rencana Kerja dan Keuangan;
2) Sub Bayia: Taw Usaha dan Kepegawaian;dan
3) Sub Bagia: Perlengkapan dan Umum
Bidang Percl tian, Pengendalan dan Pengentbangan terdiri dart
1y Sub Bideag Pendataarn, Pengendalian dan Pelaporan;dan
2) Sub Bidang Pencliiwy, Pengembangan dan Kergasama
4 Bidang Ekonomu terdir dan
1} Sub Bidang Pertanan, Perhanu dan Kelautan dan
2) Sub Bidung Peagembangas Duua Usaha dan Penanaman Modal.
e Bidang Sosial dan Budaya terdin dan
2) Sub Bidang Kependudukan, pemerintaian dan Komunikasi;dan
31 Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
{  Bidang Fisik dan Prasarana terdin dan
1) Sub Bidang Penataan Ruang, Linghungan Hidup dan Sumber Daya Alam;dan
2) Sub Bidung Perhubungan, Pariwisata dan Permukiman
g Umi Pelakww:a Tekms Badan,
h  Kelompak sebatan Fungsional

(2) Bagan susunan uiganisas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1), tereantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan (raerah ini

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 105

(1) Badan Kepegani.ian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 3,
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kepegawaian dae an.

(2) Badan Kepagaw¢:an Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupat:, melalui
Sekretaris Daerdl

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayal (1), Badan

Kepagawaian Daerah mempunyai fungsi

a penyusunan program di bidang kepepawaian daerah;

b perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;

¢ seml;lenun dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian
aerah,

d. pembinaan dan pelaksanaan lugas di bidang kepegawaian daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lun yang diserahkun oleh Bupat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

T I el
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Pasal 107

(1) Susunan Organiasi Badan Kepagawaian Daerah terdiri dari:
d. Kepala Bada
b Sekretariat i rdies dari
1) Sub Bag!ii Rencana Kerja dan Kesangan,
2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
3) Sub Bag:wn Perlengkapen dan Umum
¢. Bidang Intonsas: dan Kepangkatan terdiri dari:
I) Sub Bidan; Pengoiahan Data dan Informasi Pegawai;dan
2) Sub Bidung Kepangkatan
d. Bicang Pengacuan dan Mutasi terdiri dari
[) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun;dan

g 2) Sub Bidsng Mutasi
A Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:

g 3 1) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai;dan
2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
Bidang Pengembangan Karier dan Pendidikan Pelatihan terdiri dari

) 1) Sub Biduug Pendidikan dan Pelatthan;dan

- P

2) Sub Bidang Pegembangan Karier

g Unit Pelaksana Teknis Badan,

3 h Kelompok Jal:atan Fungsional
(S () Bagan Susunan Organisasi Badan Kepagawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini
Bagian Keempat
; Badan Lingkungan Hidup

Pasal 108

)Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 4,
mempunyai tugas 1velaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
lingkungan hidup

@)Badan Lingkungi» Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
i Kepala Badan yuca berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
SN Sckretaris Daerah

P

Pasal 109

btk melaksanakan ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), Badan Lingkungan

idup mempunyai {18
penyusunan program di bidang lingkungan hidup,

i perumusan kebijakan texnis di bidang lingkungan hidup,

pemberian dukungan atas penyelenguaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan
dup,

pembingan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan

Lpelaksanaan tugas lam yvang Giserahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya



&t Pasal 110

¥ (1) Susunan Organisisi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
1 a Kepala Bad -,
b. Sekretariat terdiri dari
[) Sub Bag.in Rencana Kerja dan Keuangan,
2) Sub Bagizn Tata Usaba dan Kepegawaian;dan
3) Sub Bag w Perlengkapan dan Umum
¢ Bidang Peni-tauan dan .~\.'..:.;.\..' Dampak Lingkungan Hidup terdiri dari:
1) Sub Bidan: Analisa Dampak Lingkungan;dan
2) Sub Bidany Pemantauan Lingkungan
d Bidang Pengcdalian dan l’cna..um terdiri dari
1) Sub Bidany Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;dan
2) Sub Bideng Penaatan Hukum Lingkungan;
¢ Bidang Pemingiatan Kapasitas terdirt dari
1) Sub Bidrag Penyuluhan,dan
2) Sub Buda i Penngkatan Sumber Daya Masyarakat dan Kerjasama,;
£ Unit Pelaksaa. Teknis Badan,
.. & Kelompok Javatan Fungsional
» ¥2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
W tercantum dalam Lampiran XXIT dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Femerintahan Desa

Pasal 111

(1) Badan Pemberdayran Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalar
Pasal 2 ayat (1) hurut’ d angka 5, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijikan daerah dibidang pemberdayuan masyarakat dan pemerintahan desa.

¢ ) Badan Pemberdayuun Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

b (1), dipimpin  oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati me.alui Sekretaris Daerah

-
Pasal 112

gtk melaksanakan (ugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Badan
mberdayaan Masyct¢i.at dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi

ayusunan prograc, di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
pperumusan kebijakat teknis di bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa,

wpemberian dukungay atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan
imasyarakat dan ;',c.w-rintahan desa;

- pembinaan dan psiaksanaan wgas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahar
b desa, dan

pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 113

JSusunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:



Kepala Badan,
b Sekretanat terdirt dan
I) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,
2) Sub Bagian Tata Usaha dan RKepegawaian, dan
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum
¢ Bidang Kelerdbagaan, Pendampingan dan Pelatihan Masyarakat terdiri dar.
1) Sub Bidau ! Pengembangan Kelembagaan dan Pendampingan Masyarakat;dan
2) Sub Bidarg Ekononu, Pelatiban Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
Bidang Pemenntahan Desa terdin dar
1) Sub Bidiiag Taw Pemenntahan Desy dan
2) Sub Bidi.yp Pengembangan Kawasan Desa.
e Bidang Bini lekayaan Desa terdin dari
1) Sub Bidwy: Bina Keuangan Desa;dan
2) Sub Bidany, Bina Aset dan Pendapatan Desa
[ Unit Pelaksetia Teknis Badan,
g Kelompok Jabwan Fungsional

[ =S

(2) Bagan Susunan (rganisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa

sebagaumana ditoksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan
bagian vang tidak ‘erpisahkan dan Peraturan Daerah ini

Bagian Kegnam
v.adan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 114

" (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagnmana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) hurul d angka 6, mempunya tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dipimpin  oleh seorang Kepala Badan yany berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalw Sekretans Daeral,

"

Pasal 1

Untuk melaksanaken tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Badan
Pemberdayaan Pereracuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi

2
b

penyusunan program di bidang Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana,
pecumusan kebiinkan teknis di bidang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana,

pemberian dukungin atas penyelenggarnan pemenntahan dacrah di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan ke'varga Berencana, _

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana, da

pelaksanaan tugas L vang disershkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 116

L (1) Susunan Organisast Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdini dani:

a Kepala Badan
b. Sekretarial ter2ini dari
1) Sub Bagiai "encana Kerja dan Keuangan,




2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaiandan
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
¢. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari.
l) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;dan
2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
d. Bidang Keluarga Derencana dan Keluarga Sejahtera
1) Sub Bidang Keluarga Berencana:dan
2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
¢ Unit Pelaksana Teknis Badan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

() Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
B scbagaimana dimeksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
91 Badarn “elaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 117

(1) Badan Pelaksana I'anyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ays (1) buruf' d angka 7, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksunaan kebyaian daerah dibidang >enyuluban

(2) Badan Pelaksana Fenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), dipinepin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bu yati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 118

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Badan Pelaksana
. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempuny2i fungsi
A ¢ penyusunan program di bidang pelaksanaan penyuiuhan pertanian, perikanan dan
kehutanan;,
b perumusan Kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penyuluban pertanian, perikanan dan
kehutanan,
¢ pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dacrah di bidang pelaksanaan
penyuluban pertanian, perikanan dan kehutanan: '
pembinaan dun peiaksanaan tugas di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan
dan kehutanan, day
¢ peliksanaan tugas n yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

L=

Pasal 119

(I) Susunan Organisusi Badan Pelaksana Penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan terdiri i1
2. Kepala Badar
0. Sekretartat tetc i dari
1) Sub Bagian [izncana Kerja dan Keuangan,
2) Sub Bagian ' ota Usaha dan Kepegawaian;dan
3) Sub Bagian Ferlengkapan dan Umum
¢. Bidang Penyulul un Pertanian dan Perternakan terdiri dari:
1) Sub Bidang {etenagaan dan Kelembagaan,dan




2) Sub Bidanz Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Pertanian dan Perternakan.

-

: b d Bidang Pevyvi' uhan Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
. 1) Sub Bivarg Ketenagaan dan Kelembagaan;dan
¥ 2) Sub Bideng Penyelenggaran dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan,
e ¢ Bidang Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

[) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan,dan
2) Sub Bidang Penvuluhan Perkebunan dan Kehutanan
£ Unit Pelaksana Teknis Badan
g Kelompok Jabatan Fungsional
b (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV dan
¢ merupaxan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

: Bagian Kedelapan
E Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

s i Pasal 120

(1) Badan Penanam:n Modal dan Pelayanan Terpadu sebzsaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢ angka 8, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerali i brdang peranaman modal dan pelayanan terpadu terhadap publik.

(2) Badan Penanami. Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yany berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Saxretaris Daerah

Pasal 121

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Badan Penanaman
Modal dan Pelayanun Terpadu mempunyai fungsi

L penyusunan proy rum karja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;

ub. penyelenggaraan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu;

B¢ pelaksanaun koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu;

b pelaksanaan layanan penanaman modal dun pelayanar terpadu,

fe pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan
pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 122

i ) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari:

a Kepala Badan;

b. Sekretanat terciii dan
i) Sub Bagia:: "\encana Kerja dan Keuangan;
2) Sub Bagia:: Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

¢. Budang Penanzinan Modal terdiri dari

[) Sub Bidany Perencanaan dan Promosi,dan

2) Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan

Bidang Pelayutizn Umum dan Pengaduan terdin dari:

, [) Sub Bidany -zlayanan KTP, KK dan Akta Capil;dan

4 2) Sub Bidany oformasi Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan.

[~ W
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¢e. Bidang Perijioun Jasa Usaha terdin dari
I) Sub Bidang Perijinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Reklame;dan
2) Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUJK dan K3.
f Bidang Perijinan Tertentu terdini dari
[} Sub Bidung Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO;dan
2) Sub Bidang Perjinan Pendidikan dan Kesehatan,
g Unit Pelaksana Teluns Badan
b Kelompok Jabatan Fungsional

b (2) Bagan susunan orgamsasi Badan Penanaman Modal dan. Pelayanan Terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang
udak terpisahkan dari Peraturan Dacrah i

Bagian Kesembilan
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 123

b (1) Kantor Kesatuar, Bangsa, Poalitik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud

o !

b.

4

”~

dalam Pasal 2 ayit (1) hurut d angka 9, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
penetapan kebijaxan teknis, fasilitas;, koordinasi pelaksanaan kesatuan bangsa, politik,
perlindungan dar tasyarakat.

b (2) Kantor Kesatuun Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan
bertanggung jawuly kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 124

Untuk melaksanakan fuyzas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), Kantor Kesatuzn
Bangsa, Politik dan P2-lindungan Masyarakat mempunyai fungsi

penyusunan prograi1 di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
perumusan kebijalzun teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
pemberian dukur gian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa,
palitik dan perlin-iungan masyarakat,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di Lidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat,dan

pelaksanaan tugas lnin vang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 125

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri

dari
a. Kepala Kantor,
Sub Bagian Tata Usaha

(o

¢ Seksi Kesatuan Bangsa,

d. Sckst Politik,

¢ Seksi Perlindungan Masyarakat, dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Crganisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik uan Perlindungan Masyarakat

sebagaimana din uksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini




Bagian Kesepuluh
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Pasal 126

(1) Kantor Kearsipan “an Perpustakaan Daeral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huref d angka 10, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah. .

" () Kantor Kearsipaa dan Perpusiakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalw Sekretans Daerab,

Pasal 127

Uniuk melaksanakan (ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Kantor Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi

3
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penyusunan program kerja di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;

perumusan kebyakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan dacrah,

pembenan dukungan atas penyelenggaman pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan
perpustakaan daerah;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidany kearsipan meliputi kearsipan perangkat daerah,
badan usaha mul daenih, kecamatan, kelurahan/desa,

pembinaan  dan  pelaksanaan tugas & bidang perpustakaan meliputi  pengelolaan
perpustakaan, peizembangan SDM, sarana dan prasarana perpustakaan, kerjasama dan
jaringan perpustr'iuan serta pengembangan minat baca,

penataan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan
nasional, melipu i penyelenggurnan kearsipan dinamis, statis, sistem kearsipan, jaringan
kearsipan, peng:nbangan sumberdaya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana
hearsipan,

penerapan norinu  standar dan pedoman penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan
kebijakan nasion! dan provinsi, meliputi penyelenggaraan perpustakaan skala kabupaten,
jaringan perpustacan, pengembangan sumberdaya manusia perpustakaan, pengembangan
Organisasi, sarany dan prasarina perpustakaan,

penctapan kebiyyakan pelestanan koleksi daerah;

penetapan kebijuiiaa pengembangan jabatan fungsional, penilaian dan penetapan angka
kredit jabatan [unzonal lingkup kearsipan dan perpustakaan; dan

L=

pelaksanaan lugas lain yang diserahkan oleh Bupat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 128

(1) Susunan Orpamisast Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdin dari:

¢ Kepala Kantor,

Sub Bag:an Tata Usaha,

Seksi Pengelolaan dan Penataan Arsip,

Seksi Penilazan dan Pelestanian Arsip;

Seksi Akuisisi dan Pelayanan Perpustakaan;dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

™

' (2) Bagan susunan orgamsasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini



Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 129

(1) Rumah Sakit Ui wum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka
11, mempunyai tugus melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pelayanun | esehatan

B (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin, oleh scorang
Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah

Pasal 130

b Unuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), Rumah Sakit
b Umum Daerah mempunyai fungsi

W4 penyusunan program di bidang pelayanan kesehatan;

b perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

¢ pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanin
kesehatan,

4 pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;dan

¢ pelaksanaan tugas lain vang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IPasal 131

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

Direktur,

of ™

Sub Bagian Tata Usaha,

Seksi Pelayar an Kesehatan,

i

Seksi Penun’sng dan Pengendalian Kesehatan,dan

4
{ =

¢. Kelompok Jul-.aan Fungsional —

(2) Bagan Susunan O ganisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum 3 e Lampiran NXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

BAB VI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 132

(I) Sawan Polisi Pumong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf «,

L mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

(1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah,



-

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Satuan Polisi

Pmong Praja mempunyai fungsi

penyusunan proggram pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan

Dacrah dan Kesutusan Bupati,

pelaksanaan kebijakan pemelibaraan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum,

pelaksanaan kebijurun penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

"l pelaksanaan Kocrdinas: pc:‘.’.clxh;:m.u. dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertibin
umum serta peovgakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisiin
Negara, Penyidik “cgawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya, dan

¢ pengawasan terhadap musavarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah din

Peraturan Bupat

Bagian Kedua

D Susunan Organisasi
Pasal 134

(1) Susunan Organisusi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari

A @ Kepula Saiuan,
b. Sub Bagian Tata Usaha,
¢. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
d. Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati,

¢ Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan pengembangan; dan
f Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan organisas: dan bagan struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wrcantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Zeraturan Daerah ini

BADB VIl
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 135

(1) Badan Penanggulu:gan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f,
. mempunyai tugas merumuskan dan men etapkan kebijakan penanggulangan bencana dan
penaggulangan nergsungsi dengan berrtindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta
pcxlskcordansnun relaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh

(2) Badan Penanggulsngan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dipimpin secara ex-ofticio dijabat oleh Sekreturis Daerah

o

Pasal 136

3 Unuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Badan
4 Penangeulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi
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¢ perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
denyan bertindak cepat dan tepat, efekul dan elisien, serta

g b pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

dan menyeluruh

b ¢ penelapan pedo vun dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup pencerahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara
adil dan merata,

¢ penclapan stancarisasi  serta  kebuluhan  penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan Perundang-undangan, ¢

¢ penyusunan, pen apan dan menginformasikan peta rawan bencaaa,

f pelaporan penynle: gaaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali
dalam kondisi nctiual dan setiap saat dalam kondist daruin bencana;

g pengendalian pengnmpulan dan penyaluran uang dar barang,

pertanggungjawad 1 penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;

i pelaksanzan tugas lain vang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan

= u

Pasal 137

¢ (1) Susunan organisass Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdin duri

a. Kepala Badi v,

b. Unsur pengarsh,dan

¢. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah),
membawal

Sekretariat.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah i

W W o —

Bagian Kedua
L :sur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kedudukan, Tugas dan Fungs

Pasal 138

Unsur Pengarah Bao o, Penangeulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab
heoada Kepala BPB

Pasal 139

Unsur Pengaah Badin Penunggulangan Bencana Daerah mempunyar tugas membenkan
masukan dan saran kepda kepala BPBD dalam penaguulangan bencana

Pasal 140

Untuk melaksanaka.! tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 139, Unsur Pengarah Badan
Penangeulangan Benc na Daerah menyelenggarakan fungsi:



o perumusan konsep kebakan penanggulangan bencan daerah;

.

b. pemantauan,
¢ evaluasi dalam penvelenguaraan penanggulangan bencana

Pasal 141

Unsur Pengarah Badun Penanggulangan Bencana Daerah terdini dani Ketua yang dijabat oleh
Kepala BPBD dan 19 (zembilan belas) anggota

Pasal 142

(1) Anggota Unsur Budan Pengarah Penanggulangan Bencana terdini dari.
: E 2 10 (sepuluh Pgjabat Pemenntah Eselon 11 atau yang setingkat)
' b. 9 (sembilan) enggota masyarakat profesional
' (2) Pejabat Pemerin i1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, mewakili:
& Asisten Peme:: tahan,
b Asisten Ekonoid dan Kesejahteraan Sosial,
¢. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
E d Dinas Bina M 'ga dan Pengairan;
¢. Dinas Cipta Kara, Tata Ruang dan Kebersihan

_A L [ Dinas Kesehata s,
¢. Dmas Perhubwrean,
h Kantor Kesatae s Bangsa dan Perlindungan Masy arakat,
3 Kepolisuu N, ara Republih Indonesiaidan

Tentara Nasic ..Ll Republik Indonesia

43) Unsur Pengarab Penangeulangan Bencana Daerah yang berasal dan masyarakat profesional
d sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau
: lokoh masyarakat,

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keduduhan, Tugas Pokok dan Fungsi
i,‘t.‘l;l] l“.‘;

Unsur Pelaksana Badus Penanggulan Bencanu Daerah berada di bawah dan bertanggung Jawab
kepada kepala Badan Yenanggulangan Bencana Daerah

Pasal |44

S Unsur Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah mempunyal tugas melaksanakan secara
. ieknis terhadap upay.: penanggulangan bencani

Pasal 145

¥ (1) Unsur pelaksana p 2 anggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:
& koordinasi;
b komando,dan

¢ pelaksana dala.» senyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.




(2} Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdirt «.r.s tenaga profesional dan ahli

BAB IX
STAF AHLI

Pasal 146

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli,

(2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah
sesuat dengan bidang tugasnya

(3) Staf Ahli berada 4i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 147

Staf Ahli terdiri dani
f Staf Ahli bidang 2olitik dan Pemerinaban,
g Staf Ahli bidang i“ckum dan Hak Azasi Manusia,
b Staf Ahli bidang | ubangunan,
Staf Ahli bidany IS smasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan

Staf Ahli bidang 1 onom: dan Keuangan

Pasal 148

(1) Stal” Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratit’ dikoordinasikan oleh Sekretaris

Daeruh

() Hubungan kerja stat” Ahli dengan organisasi perangkat dacrah bersifat konsultasi dan
! - o
xooramasi

BAB X
KECAMATAN

Bagian Pertama |
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 149

fl) Kecamatan merupakan wilayall kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang
dipimpin oleh seciang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris 2aerah

) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.

Pasal 150

lecamatan mempunyo! tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menanga 1. sebagian urusan otonomi daerah,
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Pasal 151

F Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Kecamatan mempunyai

B fungsi:

ot o

™~

(1)

penyusunan program kecamatan

pengkoordinasian penyelenggaraan keglatan pemberdayaan masyarakat;
pengkoordinasian upava penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
pengkoordinasian pencrapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;

gkoordinasiun pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

<

pen
pengkoordinasian penyvelengearaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
pengkoordinasian Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di
tingkat Recamatan,
pembinaan penyelenggaraan pemenimahan desa dan/atau kelurahan;
pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum
dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

1
pengelolaan adu itistrasi Keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan
umum internal Foecamatan, dan
pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 152

Susunan Organis.al Kecamatan, terdin dari
g. Camat,
b. Sekretanut iecamatan, terdiri dar

1) Sub Bzpian Rencana Kerja dan Keuangan,

2) Sub Bugian Tata Usahka dan Kepegawaian,dan

3) Sub Buygan Aparatur dan Umum
¢ Seksi Pemerimahan,
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
¢. Seksi Ekonomi dan Pembangunan,
f  Seksi Kesejahteraan Masyarakat,dan
g Kelompok Jabatan Fungsional
Susunan Organisasi dan bagan struktur Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalany Lampiran XXXI11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini

BAB XI
KELURAHAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 153

Kelurahan merupé kon perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja dalam
wilayali kecamatan

|
|
|
|



~ () Keluraban dipuagin oleh seorang Lurahi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati midalui Camat

Pasal 154

Keluralian mempuns al lugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
F Bupati dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.,

Pasul 155

Uniuk melaksanakun tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Kelurahan mempunyai
L‘unga} )

¢ Perencanaan progcam kelurahan,

b pelaksanaan keglatan pemenntahan keluraban,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban amum

d pelayanan ckononu, pembangunan dan pemberdayaan masyarekat,

¢ pemeltharaan prosarana dan fasthitas pelay anan wmum, dan

pelaksanaan g lan vany diserahkan oleh Bupat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Buaglan Kedua
Susunan Orgamisast

Pasal 156

(1) Susunan Organ sas Keluraban, terdin dan

a  Lurah;

b. Sekretariat rvlurahan,

¢ Seksi Pemer: laban,

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan

¢, Seks: Ekonaru, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Susunan Organisasi dan bagan struktur Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Dae/ah ini

BAB Xl
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 157

Kelompok Jabatan Fungsional terdin dan jabatan fungsional tertentu dan Jabatan Fungsional
Junnya yang ditetapkon oieh Bupau

Yasal 158

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, mempunyoi tugas
melaksanakan «2a1atan teks tertentu berdasarkan keahhian dan ketrampilan

(2) Kelompok Jabuian Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dan sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional vang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada pumpinan unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten

(3) Kelompok Jabu an Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi atas sub
kelompok sesiiu dengan keahlian dan keterampilan,
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(5)

{6)

(1)
(2)

3)

(4)

: )

(6)

- (7

()

(2)

(3)

Y RTYE A TR . S

Jemis dan Jumioh pemegany Jabatan Fungsional sebagiwmana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan best carkan silat dan jenis pekerjaan serta beban Kerja.

Pembinaan terh:dap tenaga fungsional dilaksanakan sesuzl dengan  peraturan Ketentuan
Perundanu-undaagin yvang berlaku

Pengangkatan  culam Jubatan  Fungsional - sebagamana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan {Grsasi yang ditetaphan,

Fengaturan lehin lanjut mengenu Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud,
diatur lebih Lar prir denuan Peraturan Bupat

BAB X1l
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselon Orgamsasi Perangkat Daerah

Pasal 139

Sekretaris Daerah adalah Jabatan Strukiural Eselon [La

Kepala Dinas, Asisten Sekrewaris Daerah, Kepala Badan, Inspektur dan Sekretans DPRD,
Siaf’ Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon [1.b

Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretans pada Dinas/BadwvInspektorat,
Inspektur Pemiunty, Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon 1lL.a
Kepala Bidang pada Dinas/Badun, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit Daerah
Kelas D, Kepali: Pelaksana BPBD Tipe B dan Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural
Eselon 111.b

Kepala Seksi, lepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas/Badan, Kepala Sekretariat pada dan Kepala Seksi pada BPBD adalah
Jabatan Struktu o Eselon 1V a

Sekretaris Kel . ¢han, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan
dan Kepala Sub r2agian pada Sekretariat Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV b
Kepala Tata Ls.ha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah
Menengah, Kegzla Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Tekmis Dinas dan Badan
adalah Jabatan Struktural Eselon V.a

Bagian Kedua
bengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 160

Pejabat struktural eselon 11, ill dan pejabat fungsional pada organisasi perangkat daerah
day sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupau alas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai
Negerl Sipil vang memenulii persyaralin sesu dengan peraturan Perundang-undangan
yanyg berlaku

Pejabat struktural eselon 1V dan V pada organisasi perangkat daerah dan sekretarial
DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan

Bupati
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Pasal 161

Penganghatan P2gawar Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional
berdasarkan persyarwian dan Kompetensi jabatan

Penambahian ' ieawai Negen Sipil didasarkan formasi yang disusun berdasarkan analisis
kebutuhan dan 1 sil analisis jabatan

Formasi Pegaswa: Negeri Sipil perangkat daerah dan sekretariat DPRD disusun oleh unit
kerja yang bertasggungjawab di bidang orgamisasi dan setiap tahun anggaran ditetapkan
oleh Bupati

BAB XIV
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 162

Dalam melaksunakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non
struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan Kkoordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan
wigas memimpin dan memberikan petunjuk herja Repada bawahannya

Sekretwis Daeral dan selurub pejabal struktural di lingkungan Sekretariat Daerah wajib
melaksanakan fuags pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai
dengan Ketentwsn vang berlaku

kepala Dinas ¢ Kepala Badan atas nama Bupati dapat berhubungan langsung dengan
Camat dalam raz:gha pelaksanaan tugas sesual dengan lingkup tugasnya.

Kepala unit Kerja perangkat daerah dapat mewakili Bupati berdasarkan penugasan Bupati
dalam tugas Prowokoler sesual dengan lingkup tugas masing-masing

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 163

Sekretaris Daeraly wwvapb menyampakan laporan pelaksanaan tugasnya secara priodik
maupun sewaktu-wikiu dan tepat wakiu kepada Bupati,

Sekretans Daerab vvajib menyampakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
kepada Bupau sectra tepat waktu vang disusun berdasarkan Ketentuan dan pedoman yang
berfaku

Setiap pumpina satuan uni kerja di linghungan Sekretanal Oaeran waji® mematuhi
pelunjdk Kega vang diberikan sesuar ketentvan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewak'v-waktu dan tepat waktu kepada
atasan masing-masing sesual dengan Ketentuan yang berlaku.

Setiap pumpinan satuan unit kega wayib mengolah laporan yang di terima dan bawahan
dan menggunahannya sebaga bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan
kebrjakan lebily luyut )
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BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 164

Pelaksanaan piogram berdasarkan tugas desenmralisasi di bebankan pada Anggarau
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber pendapatan lainnya yang

sah

Peluksanaan program  berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran
Pendapatan da- Belanja Negara (APBN)

Laporan pengelotaan anggaran terhadap tugas pembantuan selain disampaikan kepada
Pemerintah Pyt juga wajib disempaikan kepada Bupati

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 163

Penjabaran tusas pokok dan fungst organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupa'i

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya
6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Bupati melalui satuan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi secara rutin
maupun periodik melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan penataan
organisasi perangkat daerah

Uraian tugas tiap-tiap jabatan perangkat daerah Kabupaten di.usun berdasarkan analisis
jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. '

Sekretaris Dewan Perwakitun Rakyat Daerah dapat me:yediakan tenaga ahli dengan tuges
membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya,

Dalaim hal Sckretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilakukan oleh Pejabet
yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BADB XV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 166

Pada saut berlakuny: Peraturan Daerah i, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya
sampai ditetapkan pefs St yang bard berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 167

Dengan ditetapkaniys Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 0! Tahun 2003
entang Pembentuker, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu
Raya scbagaimana .¢ih diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 dicabut dan dinyatakan

tidek berlaku lagi




Pasal 168

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
prempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR [4 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

UMUM
Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah berimplikasi terhadap Susunan Organisasi Perangkat daerah
(SOPD) Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 47 Tahun 2007. Implikasi tersebut baik dari segi jumlah, nomenklatur maupun
perumusan urusan pemerintah yang harus dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 telah membagi perumpunan urusan yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah. Pelaksanaan urusan tersebut pada hakekatnya dilakukan oleh organisasi
perangkat dacrah yang terdiri dari unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur
pendukung serta unsur pelaksana urusan daerah yang keseluruhannya merupakan pembantu
kepala dacrah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Namun demikian, tidak berarti
bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan daerah harus diwadahi dalam organisasi
tersendiri.

Besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk
selain mengacu kepada variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD
sebagaimana vang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007, juga mempertimbangkan faktor-
faktor pendukung lainnya. seperti urusan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten,
potensi dan karakteristik daerah, kemapuan keuangan serta visi dan misi.

Organisasi perangkat dacrah  seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian
Daerah tidak mengurangi batasan jumlah lembaga teknis daerah vang dibentuk dengan pola
maksimal sebagaimana vang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 :l'ahun 2007

Karena perangkat daerah tersebut dibentuk berdasarkan amanah undang-undang.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas




Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9
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Cukup Jelas
Pasal |5
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Pasal 16
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Pasal 17
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Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
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Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
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Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas




Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50
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Pasal 51
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Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58

Cukup Jelas
Pasal 59

Cukup Jelas
b Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
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Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas
Pasal 65
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Pasal 66

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Pasal 69
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Pasal 70
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Cukup Jelas
Pasal 73

Cukup Jelas

| Pasal 74

Cukup Jelas
Pasal 75

Cukup Jelas
Pasal 76

Cukup Jelas
Pasal 77

Cukup Jelas
Pasal 78

Cukup Jelas
Pasal 79

Cukup Jelas
Pasal 80

Cukup Jelas
Pasal 81

Cukup Jelas

b
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Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83

Cukup Jelas
Pasal 84
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Cukup Jelas




Pasal 102

Cukup Jelas
Pasal 103

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Pasal 105

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Pasal 109

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Pasal 124

Cukup Jelas
Pasal 125

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Pasal 132

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Pasal 139

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas




Pasal 144

Cukup Jelas
Pasal 145

Cukup Jelas
Pasal 146

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas
Pasal 150

Cukup Jelas
Pasal 151

Cukup Jelas
Pasal 152

Cukup Jelas
Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas
Pasal 157

Cukup Jelas
Pasal 158

Cukup Jelas
Pasal 159

Cukup Jelas
Pasal 160

Cukup Jelas
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Pasal 161

Cukup Jelas
Pasal 162

Cukup Jelas
Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas
Pasal 1635

Cukup Jelas

Pasal 166
Cukup Jelas

Pasal 167
Cukup Jelas

Pasal 168
Cukup Jelas
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DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUBU RAYA
KEPALA DINAS
s SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | 1
EEEL LT T SUB BAGIAN 5UB BAGIAN SUB BAGIAN
) U I (R RENCANA KERJA DAN TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN DAN UMUM
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
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BIDANG BIDANG BIDANG
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PERATURAN D&ERAM KABUPATEN XUBL RAYA
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NOMOH 19 TAHUN 1009
TANGOAL 1 -1 -
TENTANG SUSUNAN ORGRNSAS! FE ANGERAT DAERAN KASUFATEN KUSS RAYA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEXKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN EVALUASI PELAPORAN ADMINISTRASI DAN UNLUI
1 I 1
INSPERKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
VALAYAH | WILAYAH Il WILAYAH (11 WILAYAH IV
1 L ] —=_1
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS!
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PEMBANGUNAN WILAYAH | PEMBANGUNAN WILAYAH It I PEMBANGUNAN WILAYAH I PEMEANGUNAN WILAYAH IV
SEKSI J SEKSI SEKSI SEKSL
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PERMERINTAHAN WILAYAH | PEMERINTAHAN WILAYAH ! PEMERINTAHAN WILAYAH 1l PEMERINTAHAN WILAYAH (V
SEKSI SEKSI SEKSI SEMXSI
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LAMPIRAN XX

PERATUIMAN DAERAM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 14 TAHUN 008
TANCGAL 1z - N - 10oS
1ENTANG SUGUNAN DRGANSASE PERANGEAT DAERAH KADUPATEN KUEU RAYA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
Re— —\ -—
KELCMPOK JABATAN -
FUNGSIONAL — = = 1
23 | I T D S R SUB BAGIAN fUB BAGIAN SUB BAGIAN
EEEEERE LR ) RENCANA KERJA DAN TALA USAHA DAN PERLENGKAPAN DAN UMUI
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
r— I I :
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENELITIAN, PENGENDALIAN DAN EKONGHI SOSIAL BUDAYA FISIK DAN PRASARANA
PENGEMBANGAN
| I T = ]
SUBBID SUBEID SUBBID SUBSBID
PENUATAAN, PENGENDALIAN DAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAT KEPENDUDUKAN, PEMERINTAHAN DAN PENATAAN RUANG, LINGKUNGAN HIDUP
PELAPORAN KONMUNIKAS! DAN SUNBER DAYA ALAW
SUBBID SUBBID SUBBID |_ SUEBI0
FENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN
KERJASAMA PENANAMAN PSODAL = PERMUKIMAN
P [ = - S A
s
BUPATI KUBU [RAYA,
c_p—ﬂan.\..a e St ”.mfﬂ UNIT PELAKSANA TEKNIS
paga tans 222000 BADAN
. ud.é.ﬁxnmﬂ..: cE o U RATEN LR RAVR




LARIPIRAN 2 PURATURAN DAL RAM KADUPATE N LU RAYA

o TELENL b W

NOMCR N TaNUN 00
TANGGAL % = Y - 200%
TENTANG SUSUNAN CRGANISAT PERANCAAT DAERAM KAMIPATEN KUBU Rava
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KEUANGAN KEPEGAWAIAN
1 ) | 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
INFORMASI DAN KEPANGKATAN PENGADAAN DAN MUTASI DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAL PENGEMBANGAN KARIER DAN
PENDIDIKAN PELATIHAN
| == ] |
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LAMHRAN XX FEATURAN CALRAN KABUFATEN KUBL RAYA
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TENTANG SUSUNAYN DRCAMSBAS! PERANGKAT DALFRAN KABUPATEN KUE RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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LINGKUNGAN HIDUP
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PERATURAN DAERAN KABUPATEN KUSU RATA
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NOMOR TAHUN 2004
TANGGAL L - 1n - 1oos
TENTANG SUSUNAN OHGANISAS PERANGRAT DAERAK KALUPATEN KU RAYA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAII DESA
KABUPATEN KUBU RAYA
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
\ KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | 1
N | [ 3t 1 R Sl i ) Y R SUB BAGH N SUB BAGIAN SUB BAGIAN
' ] ] =t ) RENCANA KERJA DAN TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN DAN Utum
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| 1 1
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PELATIHAN MASYARAKAT
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PENDAMPINGAN MASYARAKAT
B
SUBBID SUBEID SUBBID
EKONONI, PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DESA BINA ASET DAN PENDAPATAN DESA
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
= /
Diundana o NRRRSE: | ’
43 tar ot L /N #RL ’ : ’
A eeras O ‘ BUPATI KUBU RAY A,
o UNIT PELAKSANA TEKNIS
s | anaan N

v :
| { ’

LA — -

R

P T 5
" 8 Sul et 4

i =

y

=



LAMBRS N XXV PERATURAN DRERAH KABUFATEN KUSU NAYA
NOMOR 19 TAHUN 00§
TANGGA e - N - 2009

TENTANG SUTUNAN ORCANISAS! FERANGHAT DAERAN KABUOATEN KUaL RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATE!] KUBU RAYA
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL I . 1
Y D O O , SUB BAGIAN 5UB BAGIAN SUB BAGIAN
T e EERYE -4 RENCANA KERJA DAN TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN AN UNUM
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| 1
BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
PERLINDUNGAN ANAK SEJAHTERA
| =) |
sUBBID SUBEID
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA
SUBBID SUBEID
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LAMPIEAN Y PERATURAN DAERAN KABLUFATEN KLEU RAYR

TANGGAI & = 200§
TETanG SUSUNAN .Eﬂh&ﬁ-mu PERANGKAT DACRAM KABUPATEN KLUEU RAYA .

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN KUBU RAYA
KEPALA BADAN
SERRETARIAT
: | .
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL 1 1
T Irrrirrierit SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAG AN
R S I ) RENCANA KERJA DAN TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN UAN UNUM
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| | 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PENYULUHAN PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERIMKANAN DAN KELAUTAN PENYULUHAN PERKEBUNAN DAN
PERTERNAKAN KEHUTANAN
1 1 =]
SUBBID SUBHID SUBBID
KETENAGAAN DAN KELEMBAGAAN KETENAGAAN DAN KELEMBAGAAN KETENAGAAN DAN KELEMBAGAAN
SUBBID SUESID susen
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LARPIRAN KXVI PERATLRAN DEERAH KABLUPATEN RUBU RATA
wowor |4 TAWUN 200§

TANGOAL 2 - "n - 200
SUSUNAN ORGAMSAST PERANSAT DAERAN KABUPATEN KUBU RAYA

TENTANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KUBU RAYA
’ KEPAI A BADAN .
SEKRETARIAT
_—
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL : |
I e 1) T AT I O T VO OO 5UB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
33 T A U N RENCANA XERJA DAN TA A USANA DAN PERLENGKAPAN DAN UMUN
KEUANGAN K. PEGAWAIAN
L I 1 .
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENANAMAN MODAL PELAYANAN UNMUR DAN PENGADUAN PERIJINAN JASA USAHA PERIJINAN TERTENTU
{ I | ]
SUBBID SUBEID SUBBID SUBBID
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LATEWIAN XV PERATURAN DAERAK KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 19 TANUN 2009
TRANGOAL i -1 -~ 2009
TENTANG SUSUMAR DRGANISE 51 PERANGKAT DAERAN KABUPATER KLERS HAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

' KEPALA KANTOR .

SUBBAG TATA USAHA
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FUNGSIONAL
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[ _

SEKS! SEKSI SEKSI
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TANCGAL (P EEEE ||

TENTANG SUBUNAN ORGANI SAS! PERANGHXAT DAERAH KASUPATEN KU RAYA

PERATURAN DADTAH SABUPATEN KUGJ RAYA

NORAOR 19 TAMuN 1099

= 1008

KELOMPOK JABATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA SAT POL PP

SUBBAG TATA USAHA

FUNGSIONAL
R ) B S T O Y (o 2
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SERSI SEKS)
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PERATURAN BUPATI
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LARSPIRAN XXX PERATURAN DAERAH KABLIFA TEN KUBLI
NOMOR 14 Tawur 2009
TANCGA, 12 -~ % = 2009

RAYA

4 TENTANG SUSUNAN ONGANISASI PERANGRAT DAERAH KABUPATEN RUBL A YA
m_ BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
b BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA BADAN
1 1
i o
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: b cuyn)

SEXRETARIAT 1\_
| B | |
SEKSI SEKSI SEKS!
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NOMOS 14 THUN Loy
TANGGAL P R /.
TENTANG SUSUNAN ORGANISAS: FERANGRAT DAERAN FABUPATE i KDL RAYA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN KUBU RAYA
CAMAT
SEKRETARIAT
s i
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL S 1
CEEE NS NN EES SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| 2 I O RENCANA KERJA DAN TATA USAHA DAN APARATUR DAN UrAUM
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| | —
SEKS! SEKS) SEKSI SEKS!
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 2
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KABUPATEN KUBU RAYA
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